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Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-
Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul :
“ KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
ANTARA INSTANSI KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN ” Skripsi ini diajukan untuk
memenuhi syarat guna mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang. Korupsi merupakan masalah yang hangat untuk
dibicarakan. Baik ~karena masalahnya, sebab akibatnya, penyidikannya, hingga
penyelesaiannya. Masalah korupsi selalu menjadi buah bibir di masyarakat. Kejaksaan
dan Kepolisian sebagai aparat hukum dalam menangani masalah ini seakan — akan
berlomba untuk mengungkap kasus - kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di negara
ini. Dengan adanya tulisan ini penulis ingin mengajak pembaca sekalian untuk
" mengetahui siapakah dari kedua instansi tersebut yang paling berwenang dalam
penyidikan Tindak Pidana Korupsi, berikut seberapa jauh kewenangan masing ~ masing
instanst tersebut, serta faktor — faktor apa saja yang mendasari terjadinya perebutan

penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian.
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